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ABSTRAK

PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN
TERKAIT ISU COMFORT WOMEN

Oleh
SATRIANA RAHMA DINANTI

Comfort women merupakan salah satu warisan masalah penjajahan Jepang
di Korea Selatan. yang menjadi penghambat hubungan diplomatik antara kedua
negara. Pemimpin Korea Selatan yaitu Presiden Park Geun-hye dan Presiden
Moon Jae-in dihadapkan pada permasalahan comfort women yang menyangkut
hubungan bilateral dengan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan
kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-
hye dan Presiden MoonJae-in terkait isu comfort women.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan perbandingan
politik dengan metode single-country.Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif untuk menggambarkan perbandingan kebijakan luar negeri pada dua
pemerintahan yang berbeda dan dengan menggunakan sumber data primer dan
sekunder berupa studi literatur, dokumentasi terkait, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menemukan kedua presiden menggunakan
kebijakan yang berbeda.Pada masa pemerintahan Park Geun-hye ia berhasil
mencapai kesepakatan terkait comfort women menggunakan pendekatan kebijakan
trust politic, sementara pada pemerintahan Moon Jae-in, ia menerapkan kebijakan
dual track approach dengan Jepang. Adapun hasil hari kebijakan yaitu
diresmikannya yayasan hasil dari kesepakatan Presiden Park Geun-hye dan
berakhir pada penolakan kesepakatan dan pembubaran yayasan pada masa
kepemimpinan Presiden Moon. Faktor pendukung pada level domestik berupa
karakteristik kepemimpinan dan peran organisasi masyarakat, serta faktor
pendukung pada level internasional berupa pergeseran peran Amerika Serikat.

Kata kunci: comfort women, Korea Selatan, kebijakan luar negeri, perbandingan
politik



ABSTRACT

COMPARISON FOREIGN POLICY OF SOUTH KOREA TOWARD
COMFORT WOMEN ISSUE

By

Satriana Rahma Dinanti

Comfort women is one of the legacy of the Japanese colonial problems in South
Korea. which is an obstacle to diplomatic relations between the two countries.
South Korean leaders, namely President Park Geun-hye and President Moon Jae-
in, are faced with the issue of comfort women concerning bilateral relations with
Japan. This study aims to compare South Korean foreign policy during the
administrations of President Park Geun-hye and President Moon Jae-in regarding
the issue of comfort women.This study uses the theory of foreign policy and
political comparison with the single-country method. The study uses a qualitative
approach to describe the comparison of foreign policy in two different
governments and by using primary and secondary data sources in the form of
literature studies, related documentation, and interviews.The results of this study
found that the two presidents used different policies. During the Park Geun-hye
administration, he succeeded in reaching an agreement regarding comfort women
using a political trust policy approach, while in the Moon Jae-in government, he
implemented a dual track approach with Japan. The results of the policy day were
the inauguration of the foundation resulting from the agreement of President Park
Geun-hye and ending in the rejection of the agreement and the dissolution of the
foundation during the leadership of President Moon. Supporting factors at the
domestic level in the form of leadership characteristics and the role of community
organizations, as well as supporting factors at the international level in the form of
a shift in the role of the United States.

Keywords: comfort women, South Korea, foreign policy, comparative politics
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan dan Jepang diketahui memiliki sejarah diplomatik yang
cukup kelam sehingga faktor historis berupa penjajahan Korea Selatan oleh
Jepang cukup berpengaruh pada hubungan kedua negara. Sejarah kolonialisme
Jepang memang kerap menjadi penghambatan hubungan diplomatik Tokyo dan
Seoul. Pada tahun 1907, semenanjung Korea masih dianggap sebagai negara yang
ilegal secara hukum internasional dan belum diakui, Jepang yang memang sudah
sejak 1876 mengikuti pola internasional yaitu membuka paksa negara untuk
berdagang secara legal menganeksasi wilayah Korea pada tahun 1910 melalui
perjanjian(Dudden, 2015, hal. 61).

Selama tahun 1910 — 1945 Jepang menjajah Korea Selatan menyisakan
berbagai masalah, salah satu warisan masalah adalah comfort women atau kerap
disebut dengan jugun ianfu(ftE&E & 4®)". Jepang mendirikan sebuah ‘comfort
stations’atau rumah bordil di seluruh wilayah di Asia dan Kepulauan Pasifik yang
diduduki, comfort stations didirikan untuk menyediakan fasilitas bagi wanita atau
anak perempuan yang disebut ‘comfort women’ dalam melakukan perbudakan
seksual untuk militer Jepang(Ahn, 2019, hal. 361). Para comfort women berasal
dari berbagai macam negara, yang kecenderungannya adalah para wanita ini
direkrut dari daerah jajahan Jepang atau wilayah yang sudah mereka kuasai.

Perbudakan seksual ini berlangsung cukup lama dimulai sejak Jepang
mendirikan comfort station pertama di Shanghai pada tahun 1932 dan berakhir

pada tahun 1945. Menurut Hirofumi Hiyashi (2007), wanita penghibur ini terdiri

1Comfort Women adalah eufemisme atau istilah halus untuk budak seks selama Perang Dunia Il
oleh para tentara Jepang



dari wanita Jepang, Korea, Tiongkok, Malaya (Malaysia dan Singapura),
Thailand, Filipina, Indonesia, Vietham, Myanmar, bahkan beberapa wanita Eropa
seperti Belanda, dengan perkiraan jumlah berkisar 20.000 hingga 30.000.Dari
banyaknya wanita yang direkrut oleh militer Jepang, antara 70 hingga 80 persen
‘comfort women’ adalah orang Korea(Ruiz, 2020). Isu comfort women yang pada
awalnya merupakan isu minor kini berkembang menjadi isu nasional dan sengketa
dalam hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan.

Hingga tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-in ditahun
2019sulit untuk melakukan upaya rekonsiliasi mengingat adanya perbedaan
pendapat antara Jepang dan Korea Selatan. Setidaknya Jepang memiliki 4 alasan
untuk menyediakan wanita penghibur. Pertama, Jepang ingin memperbaiki
citranya setelah peristiwa ‘Rape of Nanking’ dengan membatasi tindak pelecehan
atau pemerkosaan di wilayah yang diduduki. Kedua, untuk mencegah sentimen
anti-Jepang yang dapat mengobarkan semangat penduduk lokal daerah
pendudukan. Ketiga, untuk menjaga kesehatan para tentara Jepang yang kerap
melakukan pemerkosaan dalam skala besar yang membuat mereka terjangkit
penyakit kelamin, meskipun Jepang menyebut para comfort women rutin
melakukan pemeriksaan kesehatan. Keempat, untuk mencegah para personel
militer untuk mengunjungi rumah bordil setempat yang dianggap Jepang
berpotensi memiliki mata-mata yang berbahaya(Arkibay, 2003, hal. 377).

Disisi lain Korea Selatan menyatakan bahwa pada kenyataannya para
comfort women kerap menerima perilaku kekerasan seksual, perbudakan,
kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dari
para tentara Jepang. Seorang wanita dilaporkan ditahan di sebuah rumah dengan
tiga puluh wanita lainnya dan diperkosa dua puluh hingga tiga puluh kali hampir
setiap malam selama tujuh tahun(Tongshutsi, 1994, hal. 415).Permasalahan HAM
serius yang telah lama teredam ini pertama kali terangkat ke publik pada tahun
1991. Kim Hak Sun adalah orang pertama yang memberikan kesaksian saat
konferensi pers pada tahun 1991, ia membuka jalan bagi korban lainnya untuk
bersuara(Luck, 2018, hal. 19).

Jepang menanggapi masalah ‘comfort women’ dengan tidak konsisten

melalui serangkaian responnya. Di tahun 1991 pasca Kim Hak-sun memberikan



testimoninya, pemerintah Jepang secara tegas membantah keterlibatan negara dan
militer dalam sistem comfort women dan menolak untuk memberikan ganti rugi
berupa kompensasi maupun pernyataan maaf. Jepang berdalih bahwa 1951 San
Fransisco Peace Treaty dan berbagai kesepakatan bilateral telah menyelesaikan
klaim kompensasi pasca perang, salah satunya 1965 Japan-ROK Normalization
Treaty, meskipun pada kenyataannya perjanjian tersebut tidak menyinggung
mengenai permasalahan comfort women secara spesifik(Putri, 2018, hal. 74).

Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Kiichi Miyazawa
mengakui keberadaan comfort women system dan memberikan pernyataan maaf
untuk pertama kali pada 13 Januari 1992 mengakui keterlibatan militer Jepang
dan meminta maaf namun menolak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa
sistem comfort women tidak melibatkan perilaku koersif(Putri, 2018, hal. 15).
Pada tahun 1993 Jepang mendirikan Asian Women Fundsebagai upaya
penyelesaian dan menawarkan permintaan maaf, kompensasi moneter, dukungan
kesehatan, dan dukungan kesejahteraan kepada para korban yang masih hidup,
namun dana tersebut didukung oleh sumbangan dari warga negara, serta
merupakan proyek bersama pemerintah. Asian Women Funddianggap hanya
memikul tanggung jawab moral, tetapi bukan tanggung jawab hukum yang
ditentang oleh banyak aktivis Korea(Haruki, 2008, hal. 1).

Meskipun tidak banyak dari korban comfort women yang hidup hingga
saat ini, pemerintah Korea Selatan tetap berusaha untuk mencapai keadilan bagi
warganya. Presiden Park Geun Hye yang memerintah Korea Selatan dari tahun
2013 hingga 2017, merupakan Presiden Korea Selatan yang pertama kali
berdialog dengan Jepang sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan final terkait
isu comfort women. Penyelesaian permasalahancomfort women dilakukan dengan
menandatangai perjanjian Japan — South Korea Comfort Women Agreement yang
menyebut bahwa Jepang akan memberikan kompensasi kepada korban dan
keluarganya, dan Jepang meminta Korea untuk membongkar patung peringatan
comfort womenyang berada didepan kantor kedutaan besar Jepang di Seoul
sehingga permasalahan ini dianggap telah mencapai titik kesepakatan.

Namun setahun setelah menandatanganan kesepakatan ini, Presiden Park

secara resmi dimakzulkan pada tahun 2017, akibat dugaan penyalahgunaan



kekuasaan.?Pemecatan Presiden Park ini tentu saja berdampak terhadap hubungan
diplomatik Korea Selatan dan Jepang yang sempat membaik. Berbagai kebijakan
yang berlaku pada masa pemerintahan rezim Presiden Park turut dikritik oleh
pihak oposisi, salah satunya adalah 2015 Japan — South Korea Comfort Women
Agreement. Comfort Women kembali menjadi isu pada debat calon Presiden
Korea Selatan tahun 2017, mayoritas calon merasa perlu untuk menegosiasikan
ulang kesepakatan pada tahun 2015 tersebut untuk menerima permintaan maaf
yang lebih tulus dari Jepang(Rossi, 2017).

Pada masa pergantian pemimpin Korea Selatan, hubungan diplomatik
Korea dan Jepang mengalami perubahan yang signifikan. Presiden Moon Jae In
yang memerintah sejak tahun 2017 hingga 2022 memiliki kebijakan yang berbeda
dan memiliki kecenderungan lebih keras. Korea Selatan dibawah pemerintahan
Presiden Moon mengirim pemberitahuan resmi ke Jepang tentang pembubaranThe
Reconciliation and Healing Foundation yang merupakan hasil dari perjanjian
tahun 2015 antara Presiden Park dan pemerintah Jepang(Kang, 2018). Presiden
Moon secara terbuka menyinggung isu comfort women sebagai bentuk kejahatan
perang dan pelanggaran HAM dan menyesali respon Jepang yang tidak menyesal
secara tulus.Namun meskipun begitu, Jepang beranggapan bahwa isu comfort
women secara legal telah selesai melalui perjanjian 2015 Japan — South Korea
Comfort Women Agreementdibawah administrasi Presiden Park.

Presiden Park maupun Presiden Moon sama-sama menuntut keadilan bagi
para korban comfort women, pada awalnya Presiden Park menentang tindakan
Jepang di masa lalu walau pada tahun-tahun akhir jabatannya ia bersedia untuk
berdialog dengan Jepang. Adanya perbedaan dalam menanggapi sebuah sengketa
diplomatik yang menentukan hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang,
membuat penulis tertarik untuk membandingkan kebijakan dua pemimpin Korea

Selatan tersebut.

2Tepatnya pada 9 Desember 2016, Majelis Nasional memutuskan untuk mendakwa President Park,
dengan 234 dari 300 suara, yang memindahkan kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk
ditinjau, sebagai langkah terakhir dari proses tersebut.



1.2 Penelitian Terdahulu

Isu mengenai comfort women mulai muncul sebagai perdebatan pada akhir
Perang Dingin(Kumagai, 2016, hal. 67). Penulis memperkirakan bahwa
kemunculan studi mengenai comfort women mulai banyak diteliti pada tahun-
tahun pasca berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Penelitian pertama memaparkan bagaimana isu comfort women yang pada
awalnya diangkat oleh sekelompok aktivis dan diabaikan oleh pemerintah Korea
Selatan dikarenakan kekurangan dokumentasi dan bukti menjadi isu yang menarik
perhatian dari komunitas internasional (Jonsson G. , 2015).Terdapat dinamika
hubungan dan respon Jepang dan Korea Selatan terkait comfort women. Berbagai
upaya rekonsiliasi yang berusaha dicapai terus menemui jalan buntu. Contoh
kegagalan upaya rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang terjadi pada Asian
Women’s Fund yang didirikan pemerintah Jepang.Penelitian ini menarik
kesimpulan bahwa tidak adanya pencapaian dari berbagai upaya rekonsiliasi yang
dilakukan pemerintah kedua negara sebelumnya dikarenakan Jepang tidak
menawarkan permintaan maaf resmi dan memberikan kompensasi atau memenuhi
tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya terhadap

paracomfort women, sehingga masalah ini akan sulit untuk diselesaikan.

Penelitian kedua bertujuan untuk menjelaskan bahwa Amerika Serikat
mengambil peran besar dalam tercapainya kesepakatan antara Jepang dan Korea
Selatan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan keamanan Amerika Serikat,
Amerika Serikat menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai aliansi penting di
kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi krisis nuklir Korea Utara dan
perkembangan Cina, sehingga Amerika Serikat berharap agar kedua sekutunya
dapat bekerja sama dengan baik (Kumagai, 2016). Sehingga salah satu hal yang
mungkin melatarbelakangi keputusan Korea Selatan yang setuju untuk berdiskusi
dengan Jepang terkait isu comfort women adalah bahwa isu comfort women tidak
diprioritaskan dalam diplomasi Korea Selatan pada saat itu dibawah administrasi
Park. Pada akhirnya, hubungan Korea Selatan dan Jepang sangat dipengaruhi baik

oleh keamanan dan hubungan ekonomi maupun oleh masalah sejarah. Namun,



terkadang masalah keamanan dan ekonomi menutupi masalah sejarah dan di lain

waktu, masalah sejarah juga turut ditekankan.

Ketiga merupakan penelitian yang menjelaskan mengapa hubungan Korea
Selatan dan Jepang masih buruk walaupun sudah mencoba untuk melakukan
rekonsiliasi melalui perjanjian pada tahun 1965 dan 2015 (Le, 2019). Serangkaian
upaya rekonsiliasi yang terjalin antara Jepang dan Korea Selatan tidak tegas,
pemerintah Jepang sering merilis pernyataan maaf tanpa melibatkan pemerintah
Korea Selatan dan korban pada masa kolonialnya sehingga menyebabkan masalah
legitimasi dan krisis kepercayaan dari masyarakat Korea Selatan yang berujung
pada sulitnya mencapai kesepakatan. Penelitian  berargumen bahwa tanpa
persetujuan dan rekonsiliasi yang tegas maka hubungan diplomatik yang terjalin
hanya akan bergantung kepada kepribadian dan agenda pemimpin yang
berkuasa.Saran melalui penelitian ini adalah Jepang harus menghindari
penyangkalan masa lalunya dan fokus pada pemulihan citra pascaperang,
sementara para korbannya harus menghindari kebutuhan untuk terus menerus
mempermalukan Jepang. Salah satu alasan mengapa perjanjian sebelumnya ini
tidak memiliki dampak yang bertahan lama adalah karena banyak orang Korea

tidak percaya bahwa permintaan maaf orang Jepang itu tulus.

Penelitian keempat merupakan jurnal yang menjelaskan bahwa
permasalahan comfort women yang terjadi pada tahun 1932 terus memberikan
dampak kepada hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang (Gracelia,
2019).Pertama yaitu, perang dagang Jepang — Korea Selatan 2019. yang pada
awalnya merupakan respon Jepang terhadap tindakan Mahkamah Agung Korea
Selatan yang memerintahkan tiga perusahaan Jepang untuk memberikan
kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia Il. Kedua, penarikan
Korea Selatan dari General Security of Military Information Agreement
(GSOMIA) yang merupakan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang,

dan Amerika Serikat untuk bertukar informasi keamanan.



Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Indikator | Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4
Judul Can Japan — | The Background | Negotiating in Implikasi
Korea to the Japan — Good Faith: Penanganan
Dispute on Republic of Overcoming Masalah
“Comfort Korea Legitimacy | Comfort Women
Women” be Agreemen: Problems in Terhadap
Resolved? Compromises | Japan — South Hubungan
Concerning the Korea Jepang dan
Understanding | Reconciliation | Korea Selatan
of Comfort Process Pada Tahun
Women Issue 2015 — 2019
Penulis Gabriel Naoko Kumagai | Tom Phuong Jeniffer
Jonsson Lee Gracelia
Jenis Kualitatatif Kualitatif Kualitatif Kualitatif
Penelitian Deskriptif Deskriptif
Landasan Teori Konsep Teori Konstruktivisme
Teori atau Diplomasi Perjanjian Diplomasi
Konsep Internasional
Fokus Berfokus Berfokus pada Berfokus Berfokus dalam
Penelitian | pada upaya faktor yang mengenai melihat dampak
yang melatarbelakangi upaya yang
dilakukan kesepakatan rekonsiliasi | disebabkan oleh
kedua antara Jepang antara Jepang masalah
negara untuk | dan Korea dalam dan Korea comfort women
mencapai isu ‘comfort Selatan yang terhadap
kesepakatan | women’ tahun selalu gagal hubungan
dalam isu 2015 meskipun bilateral Jepang
“comfort telah dan Korea.
women”, menandatangi
serta perjanjian
pandangan ditahun 1965
kedua dan 2015
negara
terhadap isu
tersebut
melalui
analisis
terhadap
museum di
kedua
negara
Kesimpulan Upaya Tercapainya Kegagalan Isu comfort
rekonsiliasi Japan — South dalam women telah
terus Korea mencapai berdampak luas




berusaha Agreement on kesepakatan baik terhadap
untuk Comfort Women tersebut sektor
dilakukan tahun 2015 tersebut keamanan,
oleh dua dipengaruhi oleh | diakibatkan ekonomi,
belah pihak | aliansi penting oleh proses maupun sosial.
namun mereka yaitu rekonsiliasi Seperti
upaya — Amerika Serikat | yang cacat, | keluarnya Korea
upaya yang mengambil | tidak tegas, Selatan dari
tersebut peran sebagai | dan perjanjian GSOMIA,
selalu mediator, serta yang tidak perang dagang,
mengalami | dipengaruhi juga mampu serta
kegagalan oleh adanya mengikat meningkatnya
dikarenakan pergeseran kedua belah sentimen anti
Jepang yang persepsi dari pihak Jepang di Korea
gagal kedua negara sehingga Selatan
memenuhi mengenai hubungan
tuntutan sejarah diplomatik
Korea hanya
Selatan bergantung
untuk pada agenda
mengakui pemimpin
kesalahan yang tengah
secara berkuasa
terbuka,
meminta
maaf secara
tulus, dan
memberikan
kompensasi.

penelitian ini

Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian yang penulis anggap

relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Perbedaan penelitian pertama terletak
pada fokus penelitian, penelitian Jonsson lebih berfokus pada dinamika hubungan
kedua negara serta upaya penyelesaian konflik. Perbedaan pada penelitian kedua
terletak pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang
melatarbelakangi perjanjian. Namun terdapat perbedaan fokus penelitian yaitu
berfokus pada faktor-faktor yang menghambat kesuksesan
perjanjian antar Jepang dan Korea bukan pada kebijakan luar negerinya.
Perbedaan penelitian terakhir terletak pada fokus penelitian yang ditujukan kepada
implikasi saja.Melalui penjabaran diatas diketahui bahwa 4 penelitian memiliki

keterikatan topik yang akan dibahas oleh penelitian ini. Secara keseluruhan




perbedaan 4 penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada fokus
penelitian, penelitian ini berfokus pada perbandingan kebijakan luar negeri Korea

Selatan secara periodik antara dua orang presiden terkait isu comfort women.

1.3 Rumusan Masalah

Warisan masalah kolonial yaitu comfort women telah lama menjadi isu
sengketa antara Jepang dan Korea Selatan. Jepang sebagai pihak bersalah yang
dituduhkan Korea Selatan tidak kunjung menanggapi tuntunan-tuntunan yang
dilayangkan oleh korban, masyarakat, dan berbagai LSM di Korea Selatan secara
tepat dan tidak menganggap serius kejahatan mereka di masa lalu.

Pemerintah Korea Selatan baik di masa Park Geun-hye maupun era
kepemimpinan Moon Jae-in sama-sama mementingkan kepentingan nasional,
dengan menuntut kebijakan reparatif Jepang dan pernyataan maaf secara tulus.
Meskipun begitu seperti yang sudah dipaparkan diatas, pemerintah Korea Selatan
dibawah administrasi Presiden Park dan Presiden Moon menempuh cara berbeda
untuk mencapai kesepakat dengan pihak Jepang.

Berdasarkan pemaran permasalahan diatas rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan
pada era Presiden Park Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in terkait isu

Comfort Women?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai isu comfort
womenserta respon dan dinamika Korea Selatan dan Jepang atas isu
tersebut.

2. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan luar negeri
Korea Selatan terhadap Jepang pada era Presiden Park Geun-hye dan

era Presiden Moon Jae-in terkait isu Comfort Women.
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1.3 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun
manfaat praktis dalam kajian keilmuan Hubungan Internasional dan masyarakat.

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian
mengenai perbandingan politik, utamanya perbandingan politik
kebijakan luar negeri Korea Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi pada penelitian berikutnya yang berkaitan mengenai
isu ‘comfort women’.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menambah wawasan
mengenai isu-isu ‘comfort women’ sebagai bentuk kejahatan perang
Jepang serta menambah pengetahuan mengenai perbandingan politik
dan kebijakan yang berbeda dalam mencapai kesepakatan pada era

Presiden Park Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan tujuan, strategi, tindakan, metode,
pedoman, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dilakukan
pemerintah suatu negara dalam melakukan hubungan internasional satu sama lain
dan dengan organisasi internasional dan aktor non-pemerintah(Jackson &
Sorensen, 2013, hal. 252). Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan dan tindakan
yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan langkah-langkahpemerintah
dalam hal urusan luar negeri, khususnya hubungan dengan negara asing. Bagi
Breuning kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai totalitas kebijakan
suatu negara dan interaksi dengan lingkungan di luar negaranya(Breuning, 2007,
hal. 5).

Merumuskan suatu kebijakan luar negeri dilakukan melalui serangkaian
proses dalam pengambilan kebijakan. Pejabat pemerintahan seperti presiden,
perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan, dan
sebagainya biasanya menjadi pembuat kebijakan utama(Jackson & Sorensen,
2013, hal. 252). Para pembuat kebijakan akan melakukan pertimbangan dengan
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Melalui tulisan Marijke Breuning, selain mempertimbangkan kondisi
dalam negeri dan isu internasional yang tengah dihadapi, ia memiliki pandangan

bahwa pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu pengambilan
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keputusan. Breuning berbagi contoh mengenai pengaruh kepemimpinan pada
kasus Iran saat Perang Teluk, Inggris pada awal Perang Dunia Il, dan Rusia pada
krisil missil Kuba, yang dipandang sebagai suatu kebijakan yang kurang tepat atau

irrasional.

Terdapat variabel-variabel penting dalam menganalisis kebijakan luar
negeri yang disederhanakan oleh Valerie Hudson menjadi 2 bagian. Pertama
eksplanandum yang berarti hal yang akan dijelaskan dalam analisis kebijakan luar
negeri atau akan menjadi keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan dengan
mengacu atau memiliki konsekuensi terhadap entitas diluar negaranya(Hudson,
2013, hal. 4). Kedua, eksplanan merupakan bagian yang akan memberikan
penjelasan dari eksplanandum, atau faktor-faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.(Hudson, 2013, hal. 6).

Two Level Games dari Robert D. Putman mencoba menjawab pertanyaan
tentang apakah politik domestik dapat memengaruhi politik internasional maupun
sebaliknya, teori ini memandang bahwa politik domestik dan politik internasional
seringkali berkaitan. Putnam memandang two level games sebagai metafora untuk

interaksi domestik dan internasional(Putnam, 1998, hal. 433).

e Pada level nasional, kelompok domestik mengejar kepentingan
mereka dengan menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan
yang menguntungkan, dan politisi mencari kekuasaan dengan
membangun koalisi di antara kelompok tersebut.

e Pada level internasional, pemerintah  nasional  berusaha
memaksimalkan kemampuannya sendiri untuk memuaskan tekanan
dalam negeri, sambil meminimalkan konsekuensi buruk dari

perkembangan luar negeri.

Seiring dengan berkembangnya studi mengenai kebijakan luar negeri dan
pemahaman yang lebih mendalam terkait analisinya, maka terdapat pergeseran
mengenai peran negara, yaitu negara tidak lagi menjadi aktor tunggal namun
muncul juga aktor-aktor baru seperti aktor non state, hal ini disebabkan oleh

semakin banyaknya isu-isu kontemporer yang muncul. Teori kebijakan luar negeri
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dipergunakan dalam penelitian ini sebagai suatu pisau untuk menganalisis atau
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pandangan
pemerintah terhadap isu comfort women. Kemudian dengan mengadopsi konsep
two level games Robert D. Putman untuk melihat faktor-faktor domestik maupun

internasional yang memengaruhi pengambilan kebijakan.

2.1.2Perbandingan Politik

Perbandingan politik adalah subbidang dalam disiplin akademis ilmu
politik serta metode atau pendekatan untuk studi politik(Kesselman, Krieger, &
Joseph, 2009, hal. 10). Subjek penelitian perbandingan politik dapat berupa politik
suatu negara atau masyarakat. Perbandingan politik berusaha untuk mengukur
atau menjelaskan persamaan dan perbedaan di antara negara atau negara
bagian(Kesselman, Krieger, & Joseph, 2009, hal. 13).Sementara perbandingan
politik pada dasarnya adalah tentang menggunakan perbandingan di berbagai unit
analisis untuk menggambarkan mekanisme sebab akibat yang menjelaskan variasi
antara hasil politik, sosial, dan ekonomi dalam unit-unit tersebut dan di

luarnya(Culpepper, 2005, hal. 1).

Terdapat beberapa strategi dalam melakukan perbandingan politik, yang
terbagi atas 3 metode yaitu many countries untuk membandingkan banyak negara
atau lebih dari 50 negara, few contries untuk membandingkan kurang dari 20
negara, dan single country untuk membandingkan 1 negara saja. Metode many
countries adalah metode terbaik untuk menarik kesimpulan yang memiliki
penerapan lebih global, metode few countries dapat menghasilkan kesimpulan
yang lebih baik diinformasikan oleh kota-kota spesifik kontekstual negara-negara
yang diteliti, single country dapat memberikan deskripsi kontekstual,
menghasilkan hipotesis, teori konfirmasi dan perusahaan, dan memperkaya
pemahaman Kita tentang negara-negara menyimpang yang
diidentifikasi(Landman, 2008, hal. 29).

Metode perbandingan politik single country dirasa tepat dalam memabntu

penulis untuk menganalisis kebijakan Park Geun-hye dan kebijakan Moon Jae-in
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terkait isu comfort women, dikarenakan metode single country dapat digunakan
untuk membandingkan suatu negara secara periodik. Metode single country
digunakan untuk menganalisis suatu negara yang dilihat dari dinamika
perkembangan politik, perbedaan periode sejarah, maupun fenomena dalam suatu
negara. Metode single countryberguna untuk memeriksa berbagai macam masalah
komparatif(Landman, 2008, hal. 28).

Dalam memahami suatu kebijakan luar negeri maka diperlukan suatu
analisis perbandingan politik luar negeri. Perbandingan politik luar negeri adalah
subbidang hubungan internasional yang mengkaji proses pengambilan keputusan
kebijakan luar negeri yang terkait dengan peristiwa penting serta pola dalam
interaksi sehari-hari dari hampir 200 negara yang berbeda(Lantis & Beasley,
2017, hal. 1). Analisis perbandingan politik luar negeri dimulai dengan teori yang
mengidentifikasi berbagai faktor, aktor, dan kondisi yang dapat mempengaruhi

kebijakan luar negeri negara(Lantis & Beasley, 2017, hal. 4).

Terdapat beberapa level analisis untuk mengkategorikan faktor-faktor
tersebut(Lantis & Beasley, 2017, hal. 4). Pertama, dinamika sistem internasional
atau faktor eksternal dapat membantu menjelaskan bagaimana sistem
internasional diatur, karakteristik hubungan internasional kontemporer, dan
tindakan negara lain, yang akan berefek pada kebijakan luar negeri yang
dirumuskan oleh suatu negara. Kategori kedua menunjuk pada faktor internal
seperti karakteristik sistem politik dalam negeri yang dapat membentuk kebijakan
luar negeri suatu negara. Kategori ketiga mengeksplorasi pengaruh pemimpin
individu dan menawarkan perspektif yang berfokus pada agen dalam pembuatan

kebijakan luar negeri atau karakteristik dari pemimpin.

Perbandingan politik diaplikasikan pada penelitian dengan menggunakan
metode single country untuk membandingkan kebijakan Korea Selatan terhadap
isu comfort women secara periodik pada masa Presiden Park dan Presiden Moon.
Peneliti juga menggunakan analisis perbandingan politik, dalam melihat berbagai

faktor yang memengaruhi kebijakan.
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2.2Kerangka Pikir

Isu comfort women telah lama menjadi sengketa diplomatik antara Jepang
dan Korea Selatan, bahkan menjadi salah satu faktor penghambat hubungan
bilateral keduanya. Seiring dengan pergantian pemimpin Korea Selatan, telah
dilakukan berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan dan menekan Jepang
untuk memenuhi tuntutan guna mencapai keadilan bagi para korbannya. Pada
tahun 2015 menandai hari bersejarah bagi Korea Selatan, dibawah kepemimpinan
Presiden Park Geun-hye, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian
terkait isu comfort women yang disebut sebagai kesepakatan final dan tidak dapat
diganggu gugat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai Park Geun
Hye yang pada awal masa jabatannya bereaksi keras dengan menolak segala

bentuk dialog dengan Jepang.

Pergantian pemimpin menandakan awal baru bagi hubungan bilateral
Jepang dan Korea Selatan, ketika Presiden Moon Jae-in  membubarkan
Reconciliation and Healing Foundation. Reconciliation and Healing
Foundationmerupakan hasil kesepakatan pada masa kepemimpinan Presiden Park.
Melalui tindakannya, secara tidak langsung Presiden Moon menolak keabsahan
perjanjian tahun 2015 terkait isu comfort women dan secara terbuka mengkritik
masa lalu Jepang sehingga meningkatkan tensi diantara kedua negara. Namun,

diketahui bahwa Presiden Moon belum berupaya untuk melakukan renegosiasi.

Perbedaan Presiden Park dan Presiden Moon dalam menanggapi isu
comfort women, memunculkan adanya perbandingan diantara keduanya.
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bervariasi, karena hubungan bilateral dengan
Jepang sangat bergantung dengan kepribadian dan agenda dari pemimpin yang
tengah berkuasa(Le, 2019, hal. 5). Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada
perbandingan 4 aspek dalam kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh kedua
presiden, yaitu pendekatan kebijakan luar negeri yang digunakan, hasil dari
kebijakan luar negeri pada lingkup domestik, faktor pendorong kebijakan pada
level domestik, dan faktor pendorong kebijakan pada level internasional. Penulis
membandingkan kebijakan dari Park Geun Hye dan Moon Jae In dengan metode

single country, sehingga dibentuk sebuah kerangka pikir.



Comfort Women

Kebijakan

Park Geun
Hye

Kebijakan
Moon Jae In

Perbandingan kebijakan
Park Geun Hye dan
Moon Jae In terkait isu
comfort women
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4 v 4
Pe_r?dekatan Hasil kebijakan Faktor pendukung Fakto_r_ pendukung
kebijakan luar luar negeri pada kebijakan pada kebijakan pada
negeri yang lingkup domestik level domestik level internasional
digunakan

Gambar 1 Model Kerangka Penelitian




BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap
relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini merupakan
penelitian yang membahas mengenai studi kasus kebijakan dua Presiden Korea
Selatan terkait isu comfort women, dan membandingkan dua kebijakan tersebut.
Creswell mendefinisikan  penelitian  kualitatif ~ sebagai sarana  untuk
mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait

dengan masalah sosial atau manusia(Creswell, 2009, hal. 4).

Analisis data kualitatif juga dapat diartikan sebagai penggolongan dan
penafsiran materi linguistik (atau visual) untuk membuat pernyataan tentang
dimensi implisit dan eksplisit serta struktur pemaknaan dalam materi dan apa
yang direpresentasikan didalamnya(Maxwell, Chmiel, 2013, hal. 5). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dimaksud untuk mengkaji
fenomena-fenomena sosial, dengan meneliti subjek penelitian untuk menghasilkan
data yang mendalam dan spesifik. Setidaknya terdapat 5 ciri pada penelitian
kualitatif(Bogdan & Biklen, 2009, hal. 6). Pertama yaitu penelitian kualitatif
bersifat naturalistik yaitu penelitian kualitatif memiliki setting aktual sebagai

sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen kuncinya, data

dikumpulkan di tempat dan dilengkapi dengan pemahaman yang diperoleh dengan
berada di lokasi. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang
dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan angka, data tersebut meliputi
transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, memo,
dan catatan resmi lainnya. Ketiga, peneliti kualitatif cukup berpaku pada proses
daripada hanya dengan hasil atau produk. Keempat, penelitian kualitatif

menggunakan logika induktif karena bersifat teori testing yaitu berawal dari fakta-
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fakta yang ada dilanjutkan dengan pengujian teori atau konsep, dan juga bersifat
dari khusus ke umum. Kelima, peneliti kualitatif tertarik dengan ‘makna’ yang
atau perspektif partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
secara komparatif yang dimaksudkan untuk menganalisis adanya perbedaan pada
kebijakan Presiden Park Geun-hye dan kebijakan Presiden Moon Jae-in terkait isu

comfort women.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi mengenai masalah yang
akan diteliti sehingga tidak memperluas kajian yang akibatnya tidak sesuai dengan
pertanyaan penelitian.Penelitian ini berfokus pada kebijakan masa pemerintahan
Presiden Park Geun-hye dan masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in terkait isu
comfort women yang telah lama menjadi sengketa diplomatik antara Korea
Selatan dan Jepang. Penelitian ini akan membandingkan 4 aspek yaitu pendekatan
kebijakan luar negeri yang digunakan, hasil kebijakan luar negeri pada lingkup
domestik, dan tekanan yang mempengaruhi kebijakan pada level domestik dan
internasional. Konsep two level games digunakan untuk melihat tekanan-tekanan
dari level internasional dan domestik Korea Selatan sehingga mempengaruhi
kebijakan, kemudian membandingkan kebijakan dari kedua presiden tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data untuk melengkapi penelitian, yaitu berupa data
primer dan data sekunder namun pada penelitian ini menggunakan jenis data
primer dan sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen
grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-
benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data, penggunaan data sekunder juga
dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang tidak dapat tersedia di
sumber data primer(Vartanian, 2010, hal. 3). Adapun dalam penelitian ini

menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berbentuk
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material tertulis. Penulis menghimpun data-data yang berkaitan dengan kebijakan
Presiden Park Geun-hye dan Presiden Moon Jae-in terkait isu comfort
womenmelalui sumber-sumber berupa buku, jurnal, laporan tertulis maupun
dokumen terkait objek penelitian, artikel, berita internasional, serta jurnal,

laporan, dan artikel berita berbahasa Korea.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan
dokumentasi dengan menggunakan data-data yang didapat secara online, serta
menggunakan teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pengamat politik
dari Universitas Hankuk yaitu Prof Yang Seung-yoon. Studi literatur adalah
serangkaian kegiatan untuk dengan mengumpulkan dan menelaah sejumlah data
dari sumber-sumber studi terdahulu. Oleh sebab itu teknik pengumpulan studi
dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari
dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis
melakukan pengumpulan data literatur dan dokumen berbahasa Korean kemudian
menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam

memahami data.

3.5 Teknik Analisis Data sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kamu

Teknik analisis data adalah prosedur pengumpulan data sehingga peneliti
dapat lebih mudah menarik kesimpulan atau menjawab rumusan masalah. Analis
kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur
sebab akibat, dan proposisi(Miles dan Huberman, 2014, hal. 22).Metode kualitatif

yang bersifat induktif akan melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan
Huberman, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah analisis data, sebagai berikut:
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1. Kondensasi Data
Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan dan pemfokusan data
yang muncul dalam korpus (tubuh) penuh dari catatan lapangan tertulis,
transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya(Miles dan
Huberman, 2014, hal. 21).Dengan mereduksi data maka penelitu akan
lebih mudah mendapat gambaran yang lebih jelas. Mereduksi data juga
dimaksudkan agar peneliti dapat menemukan ‘keunikan’ yang perlu

diperhatikan dalam penelitian.

2. Penyajian Data
Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan
data atau display data yaitu kumpulan informasi yang terorganisir dan
terkompresi  yang memungkinkan  penarikan  kesimpulan  dan
tindakan(Miles dan Huberman, 2014, hal. 21). Dalam penelitian ini,
peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
Penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk lebih memahami serta

untuk merencanakan langkah selanjutnya yang akan diambil peneliti

3. Penarikan Kesimpulanatau Verifikasi
Metode kualitatif bersifat fleksibel yang artinya tidak terpaku pada suatu
konsep yang direncanakan pada awal penelitian, namun bersifat terbuka
dengan perubahan seiring dengan temuan data-data pada proses penelitian.
Pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan yang didukung

oleh data-data yang kredibel.



BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Pertanyaan penelitian dari tulisan ini ialah “Bagaimana perbandingan
kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang pada era Presiden Park
Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in terkait isu Comfort Women?”.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis
menyimpulkan bahwa masing-masing pemerintahan yaitu Presiden Park dan
Presiden Moon merumuskan kebijakan yang berbeda terkait isu comfort women.

Isu comfort women berkembang pada awal tahun 90-an, tepatnya ketika
mantan comfort women bernama Kim Hak-sun memberikan testimoninya kepada
publik pada tahun 1991. Masalah comfort womentelah mengganggu hubungan
bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Korea Selatan menegaskan bahwa
Jepang belum benar-benar meminta maaf, mengakui keterlibatan negaranya dalam
sistem comfort women, dan memberikan kompensasi kepada korban. Sementara
itu, Jepang memandang segala masalah sejarah dengan Korea Selatan saat ini
telah diselesaikan melalui The Treaty on Basic Relations Between Japan and the
Republic of Korea 1965.

Presiden Park Geun-hye dan Presiden Moon Jae-in sama-sama dihadapkan
pada masalah comfort wome. Isu comfort women menuntut penyelesaian segera
karena menyangkut hubungan bilateral dengan Jepang dan usia para korban
comfort women yang tidak lagi muda. Keduanya menginginkan adanya
kesepakatan dan keadilan bagi para korban comfort women yang masih hidup
namun dengan menggunakan kebijakan yang berbeda.

Presiden Park Geun-hye mengakhiri pertikaiandengan menggunakan
kebijakan trust politic yaitu membuat kesepakatan dengan Jepang dalam 2015
ROK — Japan Agreement on Comfort Women. Meskipun begitu kebijakan ini
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dinilai kurang berhasil karena dianggap sebagai bentuk normalisasi hubungan
Korea Selatan dan Jepang dan tidak benar-benar berpusat pada keadilan bagi
korban. Sehingga Presiden Park dianggap mengabaikan kepentingan para korban
dengan memilih untuk mengejar kepentingan nasional lain seperti keamanan dan
perhitungan ekonomi yang dapat diwujudkan jika isu comfort women telah
mencapai kesepakatan.Presiden Moon Jae-inmenggunakan kebijakan dual track
approach, karena Moonmenyadari bahwa perlu melibatkan korban dan opini
publik dalam merumuskan suatu kebijakan tetapi dengan tetap memastikan bahwa
hubungan Korea Selatan dan Jepang akan berorientasi pada masa depan

denganberusaha memperkuat kerja sama diplomatik, ekonomi, dan keamanan.

Perbedaan kebijakan ini juga didasari oleh perbedaan pendekatan
kebijakan luar negeri yang digunakan oleh kedua Presiden. Presiden Park Geun-
hye bersikap lebih kooperatif dengan Jepang, Presiden Park menjadi presiden
pertama yang berdialog langsung dengan Jepang terkait isu comfort women.
Presiden Moon Jae-in bersikap lebih asertif dengan secara terbuka menyatakan
bahwa perjanjian antar pemerintah bukan merupakan bentuk rekonsiliasi bagi
korban, ia juga menyatakan penolakan kepada perjanjian tersebut walau tidak

menekan Jepang untuk melakukan negosiasi ulang.

Hasil dari dua kebijakan pada tingkat domestik Korea Selatan pun
berbeda. Kebijakan Park Geun-hye menghasilkan Reconciliation and Healing
Foundation sebagai yayasan yang akan mengelola dana dari Jepang untuk para
korban. Presiden Moon Jae-in yang berkonsep victim centered, menghasilkan
sebuah gugus tugasyang dimaksudkan untuk menyelidiki 2015 ROK — Japan
Agreement on Comfort Women, hasil investigas berujung pada pembubaran
Reconciliation and Healing Foundation.

Adapun kebijakan kedua Presiden didukung oleh faktor pada level
domestik dan internasional yang berbeda. Pada level domestik kebijakan Presiden
Park Geun-hye dipengaruhi oleh karakteristik kepemimpinannya, sementara
Presiden Moon Jae-in mendapat tekanan dari publik dan organisasi masyarakat
untuk menolak keabsahan perjanjian tahun 2015 mengenai comfort women. Pada

level internasional berkaitan dengan peran Amerika Serikat sebagai sekutu
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penting Korea Selatan. Park Geun-hye banyak mendapat dorongan untuk
melakukan rekonsiliasi dengan Jepang olen Amerika Serikat dibawah
kepemimpinan Presiden Barack Obama. Ketika pemerintahan Moon Jae-in,
Amerika Serikat tidak lagi aktif berperan sebagai mediator dibawah administrasi

Trump.

5.2 Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menyadari
betapa pentingnya isu comfort women bagi publik Korea Selatan. Untuk proses
rekonsiliasi yang baik, tentunya harus memprioritaskan korban mengingat angka
korban yang masih hidup terus berkurang. Jepang dan Korea Selatan perlu
menghadapi sejarah mereka secara jujur dan tentunya melalui proses negosiasi

yang transparan dengan melibatkan korban serta kelompok masyarakat sipil.

Isu comfort women sendiri sangat krusial untuk diteliti karena ingatan
sejarah yang selalu diteruskan dari masa ke masa dan menjadi isu penting di
Korea Selatan. Peneliti menyarankan agar isu ini dapat diteliti dalam berbagai
sudut pandang agar semakin memperkaya wawasan mengenai comfort women.
Penulis juga berharap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini

dapat dilengkapi oleh penelitian berikutnya.
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